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Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Parkir  
di Kabupaten Sidenreng Rappang 
 
Factors Affecting the Retribution Income from Parking  






Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi penerimaan retribusi parkir dalam mencapai Target, efek dari 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita (Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB) per kapita), jumlah kendaraan bermotor, serta inflasi terhadap 
pendapatan retribusi dari parkir di Kabupaten Sidrap. Data digunakan adalah 
realisasi retribusi dari parkir, PDRB per kapita, jumlah kepemilikan kendaraan, 
dan inflasi dari Sidrap. Data bersumber dari Dinas Pendapatan Kabupaten 
Sidrap, Dinas Perhubungan Kabupaten Sidrap, Kantor Pusat Statistik Kabupaten 
Sidrap Tahun 2012-2015. Berdasarkan hasil regresi, Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB) per kapita dan jumlah kepemilikan kendaraan memiliki signifikan 
dan efek positif pada total pendapatan dari penerimaan retribusi parkir di 
kabupaten sidrap, di mana Inflasi berpengaruh positif namun tidak signifikan 
terhadap total penerimaan parkir di Kabupaten Sidrap. 
Kata kunci: Pendapatan Retribusi dari Parkir, PDRB per Kapita, Jumlah 
Kepemilikan Kendaraan, dan Inflasi  
 
The purpose of this study is to determine the factors which cause failure in 
achieving target, the effect of Gross Regional Domestic Product (GRDP) per 
capita (Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita), the number of 
vehicles ownerships as well as inflation toward retribution income from parking in 
Sidrap District. The data used is the realization of retribution from parking 
services, GRDP per capita, the number of vehicle ownership, and inflation of 
Sidrap. Data sourced from the  Provincial Revenue Office of Sidrap, District 
Revenue Office of Sidrap, Central Bureau of Statistics Sidrap, and Department of 
Transportation Sidrap Year 2012-2015. Based on the results of regression, Gross 
Domestic Regional Product (GRDP) per capita and the number of vehicle 
ownership has significant and positive effect on the total income from Parking, 
where inflation has positive yet not significant effect to the total revenue of 
Parking. 
 
Keywords: Retribution Income from Parking, GRDP per Capita, the Number of 
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1.1 Latar Belakang Penelitian 
Negara Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang giat-giatnya 
melakukan pembangunan di segala bidang, pembangunan tersebut dilakukan 
dengan tujuan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan 
makmur, Dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, 
berdaulat, bersatu dan ber kedaulatan rakyat dalam suatu perikehidupan bangsa 
yang aman, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, 
bersahabat, tertib dan damai.  
Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia 
sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari 
sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah 
danpembangunan. setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban 
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan efisiensi 
dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada 
masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak 
mengenakan pungutan terhadap masyarakat. 
Selama ini pungutan Daerah baik berupa  Pajak dan Retribusi diatur 
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 mengatur tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
34 Tahun 2000. Kedua Undang-Undang tersebut kemudian disempurnakan 
menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. 
Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah 




Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah 
sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang membiayai penyelenggaran 
pemerintah kota dan DPRD dan memenuhi atau mencukupi Anggaran Belanja 
Rutin, sebagai syarat sekaligus kewajiban bagi setiap daerah seperti yang 
tercantum dalam Undang-Undang . 
Oleh karena itu pendapatan asli daerah dalam konsep ideal seharusnya 
merupakan tulang punggung bagi pendapatan daerah, sekaligus dijadikan tolak 
ukur kemampuan daerah dalam melaksanakan dan mewujudkan otonominya. 
Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara 
efektif dan efisien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan 
dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. 
Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari 
sektor jasa perparkiran. 
Retribusi Daerah adalah Pengutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh 
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Parkir 
menurut Peraturan Daerah  Kabupaten Sidrap  No. 12  Tahun 2010 adalah suatu 
pungutan sebagai imbalan jasa pemakaian tempat parkir di tepi jalan umum dan / 
atau pelataran serta fasilitas pelayanan umum tempat tertentu yang dikenakan 
kepada pemilik kendaraan bermotor.  
Membawa daerah pada derajat otonomi yang berarti dan mengarah  pada 
kemandirian daerah, faktor kemampuan keuangan daerah merupakan ciri utama 
yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi, ini artinya daerah 
otonom memiliki  kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber 
keuangan, mengelola,  dan  menggunakan keuangan sendiri yang cukup 




Pendapatan Asli Daerah  merupakan faktor penting dalam pelaksanaan otonomi 
daerah dalam menetapkan target penerimaan dari pos ini seharusnya dilakukan 
dengan terlebih dahulu menganalisis potensi daerah yang ada. Dengan analisis 
potensi yang dilaksanakan tiap tahun maka diharapkan daerah dapat 
memanfaatkan potensi yang ada semaksimal mungkin demi kepentingan 
pembangunan didaerahnya.  
 Selanjutnya Mardiasmo dan Makhfatih (2000:8) telah menguraikan 
bahwa: Potensi penerimaan daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah 
untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Untuk melihat potensi  
sumber penerimaan daerah dibutuhkan pengetahuan tentang perkembangan 
beberapa variabel yang dapat dikendalikan (yaitu variabel kebijakan dan 
kelembagaan) dan yang tidak dapat dikendalikan (variabel-variabel ekonomi) 
yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah. 
 
 
Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2015 
 
Tahun 
Pendapatan Asli Daerah 
% Keterangan 
Target (Rp.) Realisasi (Rp.) 
2012 43.453.014.000,00 36.158.851.507,94 83,21   
2013 44.146.778.000,00 37.920.943.979,29 85,9   
2014 84.289.908.000,00 64.628.526.309,80 76,67   
2015 101.304.105.000,00 59.113.012.027,67 58,35 
Minggu Ke-3  
Nov 2015 
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 
 Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan daerah Kabupaten 
Sidenreng Rappang pada tahun 2012 sebesar 83,21 persen dan pada tahun 
2013 naik sebesar 85,9 persen dari tahun sebelumnya akan tetapi mengalami 
penurunan pada tahun 2014 dan 2015 masing-masing sebesar 76,67 dan 58,35. 




di Provinsi Sulawesi Selatan terus menggali potensi-potensi keuangan daerah 
agar dapat meningkatkan penerimaan bagi Pendapatan Asli Daerah.  
 Sumber penerimaan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang lebih 
memungkinkan untuk dikembangkan saat ini adalah penerimaan retribusi parkir. 
Retribusi merupakan harga dari suatu pelayanan langsung dari pemerintah 
daerah yang digunakan untuk menyediakan tempat parkir yang strategis. 
Pemerintah daerah memungut retribusi tersebut kepada setiap pengguna parkir,  
sedangkan dari pihak masyarakat langsung dapat merasakan jasa timbal  balik 
(kontra prestasi) yang diberikan pemerintah daerah.  
 Menurut data dari Dishubkominfo kabupaten Sidenreng Rappang target 
dan realisasi penerimaan retribusi parkir selama lima tahun terakhir sebagai 
berikut: 
Tabel 1.2 Target dan Realisasi retribusi parker 
 Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2012-2015 
 
Tahun Target (Rp.) Realisasi (Rp.) Persentase (%) 
2012 160.000.000 110.400.000 69,00 
2013 110.000.000 97.850.000 88,95 
2014 110.000.000 83.100.000 75,54 
2015 130.000.000 110.800.000 85,23 
sumber: Dishubkominfo Sidenreng Rappang 
Tabel 1.2 menjelaskan bahwa rata-rata setiap tahun berjalan, realisasi 
penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Sidenreng Rappang masih berfluktuasi 
dan belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini terlihat jelas pada tabel 
diatas bahwa penerimaan retribusi parkir masih sangat rendah dan belum 
mencapai target yang telah ditetapkan. Khususnya pada tahun 2012 persentase 
terealisasi penerimaan retribusi parkir hanya mencapai 69,00 persen. Nilai yang 




Berdasarkan uraian latar belakang di atas, serta hasil penelitian terdahulu  
maka peneliti  tertarik melakukan penelitian tentang  penerimaan  retribusi parkir  
secara lebih mendalam merupakan hal yang menarik,  terjadinya penerimaan 
retribusi  parkir yang berfluktuasi dan tidak mencapai target,  menyebabkan 
penulis tertarik untuk melakukan  penelitian  dengan judul :“Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi  Penerimaan Retribusi  Parkir Di Kabupaten Sidenreng 
Rappang”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka 
perumusan masalah yang diuraikan adalah sebagai berikut. 
1. Adakah pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap penerimaan Retribusi 
Parkir di Kabupaten Sidenreng Rappang?  
2. Adakah pengaruh Jumlah Kepemilikan Kendaraan Bermotor terhadap 
penerimaan Retribusi Parkir di Kabupaten Sidenreng Rappang? 
3. Adakah pengaruh Inflasi terhadap penerimaan Retribusi Parkir di 
Kabupaten Sidenreng Rappang? 
4. Manakah dari ketiga variabel yang paling dominan pengaruhnya 
terhadap penerimaan Retribusi Parkir di Kabupaten Sidenreng 
Rappang? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah.  
1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Perkapita, 
Jumlah Kepemilikan Kendaraan Bermotor dan Inflasi terhadap 




2. Untuk mengetahui manakah dari ketiga variabel yang paling 
dominan pengaruhnya terhadap Retribusi Parkir di di Kabupaten 
Sidenreng Rappang. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
Bagian kegunaan penelitian akan menunjukkan kegunaan dan pentingnya 
penelitian, terutama bagi pengembangan ilmu. 
1.4.1 Kegunaan Teoretis 
Sebagai kajian di bidang ilmu pengetahuan  ekonomi dalam  melihat dan 
faktor-faktor yang mempengaruhi  penerimaan  retribusi parkir di Kabupaten 
Sidenreng Rappang  pada tahun 2012 sampai dengan 2015. 
1.4.2 Kegunaan Praktis 
1) Memberikan masukan dan pertimbangan pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menentukan arah kebijakan dalam 
pengoptimalan pengelolaan retribusi  parkir di masa yang akan datang. 
2) Menjadi bahan referensi bagi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang 
dalam  meningkatkan  Pendapatan Asli Daerah  Pemerintah Kabupaten 











2.1  Landasan Teori dan Konsep 
2.1.1  Dasar Teori Pemungutan Pajak 
Pemahaman mendalam akan teori-teori pemungutan pajak berikut ini 
diharapkan membawa satu kesadaran akan pentingnya pemungutan pajak, yang 
bukan lagi menjadi beban semata, tetapi menjadi satu kewajiban yang 
menyenangkan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Teori-teori 
pemungutan pajak dimaksud, yaitu. 
1. Teori Asuransi 
Menurut Burton dan Ilyas (2011:21) teori asuransi diartikan dengan satu 
kepentingan masyarakat (seseorang) yang harus dilindungi oleh negara. 
Masyarakat seakan mempertanggungjawabkan keselamatan dan keamanan 
jiwanya kepada negara. Dengan adanya kepentingan dari masyarakat itu sendiri, 
maka masyarakat harus membayar “premi” kepada negara. Teori asuransi ini 
hanya memberi landasan, karena pada dasarnya teori ini tidak tepat untuk 
melandasi adanya pemungutan pajak. Premi kurang tepat bila diartikan sama 
dengan pajak, karena premi dalam teori ini seharusnya sama dengan retribusi 
yang kontra prestasinya dapat dirasakan secara langsung oleh pemberi premi. 
Sementara pengertian pajak tidak demikian. Premi yang diberikan kepada 
negara tidak sama dengan premi yang diberikan kepada perusahaan dalam arti 
premi sesungguhnya. 
2. Teori Kepentingan 
Menurut Burton dan Ilyas (2011:22) teori kepentingan diartikan sebagai 




memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh 
penduduknya. Segala biaya atau pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh 
negara dibebankan kepada seluruh warga berdasarkan kepentingan dari warga 
negara yang ada. Warga negara yang memiliki harta yang banyak, membayar 
pajak lebih besar kepada negara untuk melindungi kepentingan dari warga 
negara yang bersangkutan, demikian sebaliknya.  
Apabila demikian halnya, maka landasan teori ini pun seakan sama dengan 
pengertian retribusi dan bukan pajak, karena berkaitan dengan adanya kontra-
prestasi yang langsung dapat dirasakan oleh warga yang mempunyai 
kepentingan. Sedangkan Resmi (2011:6) mengartikan bahwa teori iniawalnya 
hanya memerhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh 
penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-
masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa 
orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika 
biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka. 
3. Teori Gaya Pikul 
Menurut Burton dan Ilyas (2011:22) dasar teori ini adalah keadilan, yaitu 
setiap orang yang dikenakan pajak harus sama beratnya. Pajak yang harus 
dibayar adalah menurut gaya pikul seseorang yang ukurannya adalah besarnya 
penghasilann dan besarnya pengeluaran yang dilakukan. Stuart (2011:22) 
menyamakan asas gaya pikul dengan sebuah jembatan dengan menjelaskan 
bahwa yang pertama harus dipikul adalah bobot jembatan itu sendiri baru 
kemudian dibebani dengan beban yang lain. Artinya bahwa yang harus dipenuhi 
dalam kehidupan seseorang tidak dimasukkan dalam pengertian gaya pikul. 
Kekuatan (gaya pikul) untuk membayar pajak baru dilakukan setelah kebutuhan 




Menurut pendapat Damste (2011:23) bahwa gaya pikul ditentukan 
berdasarkan beberapa komponen, yaitu penghasilan, kekayaan, dan susunan 
keluarga Wajib Pajak (WP). Sama dengan pengertian tersebut, Langen (2011:23) 
menjelaskan gaya pikul dalam pengertian bahwa kekuatan seseorang untuk 
membayar uang kepada negara adalah setelah dikurangi 
dengan minimum kehidupan. Teori gaya pikul ini ternyata diakui oleh para 
sarjana karena lebih menekankan pada unsur kemampuan seseorang dan rasa 
keadilan. 
4. Teori Gaya Beli 
Menurut Burton dan Ilyas (2011:23) teori ini menekankan bahwa 
pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara dimaksudkan untuk 
memelihara masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Gaya beli 
suaturumah tangga dalam masyarakat adalah sama dengan gaya beli suatu 
rumah tangga negara. Pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara lebih 
ditekankan pada fungsi mengatur dari pajak agar masyarakat tetap eksis. 
Menurut Adriani (2011:23) teori gaya beli ini akan berlaku sepanjang masa baik 
terhadap masyarakat yang menganut sistem sosialisme maupun masyarakat 
yang menganut sistem liberalisme. Teori ini dianggap sebagai teori yang bersifat 
universal dan berlaku di seluruh dunia. Dengan kata lain, kemaslahatan suatu 
masyarakat akan tetap terjamin dengan pembayaran pajak berdasarkan teori 
gaya beli ini. 
5. Teori Bakti 
Teori ini menekankan pada paham organische staatsleer yang 
mengajarkan bahwa karena sifat negara suatu organisasi dari individuindividu, 
maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak. Melihat sejarah 




perjanjian dalam masyarakat untuk membentuk negara dan menyerahkan 
sebagian kekuasaannya kepada negara untuk memimpin masyarakat. Karena 
adanya kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada negara, maka 
pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara merupakan bakti dari 
masyarakat kepada negara, karena negaralah yang bertugas menyelenggarakan 
kepentingan masyarakat. Teori bakti ini disebut juga teori kewajiban pajak mutlak 
(Burton dan Ilyas, 2011:23) 
 
2.1.2  Otonomi Daerah 
Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Kewenangan daerah mencakup kewenangan pemerintahan, mulai dari sistem 
perencanaan, pembiayaan, maupun pelaksanaannya. Dengan demikian, setiap 
daerah diberikan kebebasan untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri 
secara bertanggungjawab. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata 
otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan 
namos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai 
kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan 
guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Oleh karena itu dapat 
disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban 
daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai 





2.1.3  Sumber Pendapatan Asli Daerah 
Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU No. 32 
Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari 
penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal dari 
daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta pendapatan lain-lain yang 
sah. Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah sistem 
pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan 
bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, 
dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta 
besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 
Pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang N0. 28 
Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah digali dari wilayah daerah yang 
bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli 
daerah yang sah.  
Nurcholis (2007:182) memberikan pengertian bahwa “pendapatan asli 
daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak, 
retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain yang sah”. Dalam 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tercermin kemampuan daerah dalam 
menggali sumber-sumber penerimaan daerah sangat ditentukan oleh potensi 
yang dimiliki. Adapun sumber-sumber pendapatan tersebut, sebagimana yang 
diatur dalam pasal 157 Nomor 32 Tahun 2004 terdiri atas. 
a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 




Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 menjelaskan Pendapatan 
Asli Daerah, yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh 
Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut, 
bersumber dari. 
a. Pajak Daerah; 
b. Retribusi Daerah; 
c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 
 
2.1.4  Retribusi Parkir 
a. Pengertian Retribusi Parkir  
Retribusi parkir masuk dalam kreteria retribusi jasa umum adalah retribusi 
atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan 
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi 
atau badan, jadi pengertian retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan 
jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Peraturan 
Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 1 Butir 8, 
Parkir adalah keadaan suatu kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk 
beberapa saat atau ditinggalkan pengemudinya. Retribusi parkir menurut 
Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 
1 Butir 15, adalah Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum selanjutnya disebut 
Retribusi adalah suatu pungutan sebagai imbalan jasa pemakaian tempat parkir 
di tepi jalan umum dan / atau pelataran serta fasilitas pelayanan umum tempat 




b. Objek Retribusi Parkir  
Objek retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan 
pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
c. Subjek Retribusi Parkir  
Subjek retribusi adalah orang / pribadi dan / atau Badan yang 
memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum.  
 
2.2   Retribusi Daerah 
Pada Retribusi Daerah, penggolongan jenis Retribusi yang dapat 
dipungut tidak digolongkan atas level pemerintahan (Pemerintah Provinsi atau 
Pemerintah Kabupaten/Kota) sebagaimana kita lihat pada jenis Pajak Daerah. 
Penentuan pihak mana yang dapat memungut atas sebuah jenis Retribusi 
Daerah ditentukan atas urusan dan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah 
Provinsi atau Kabupaten/Kota, sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota. Pada kasus tertentu apabila Peraturan Pemerintah dimaksud 
belum dapat diterapkan efektif, maka pemungut retribusi ditentukan atas siapa 
yang memberikan layanan/jasa. Misalnya pelayanan tera/tera ulang yang belum 
dapat dilakukan efektif oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, maka Retribusi dapat 
dipungut oleh Pemerintah Provinsi apabila Pemerintah Provinsi menyeleng-
garakan pelayanan jasa tera/tera ulang.  
Berdasarkan hal tersebut, maka karakteristik retribusi adalah: 





2) Dalam retribusi, prestasi yang berupa pembayaran dari warga 
masyarakat akan mendapatkan jasa timbal langsung yang ditujukan 
pada individu yang membayarnya. 
3) Uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum berkait dengan 
retribusi yang bersangkutan. 
4) Pelaksanaannya dapat dipaksakan, biasanya bersifat ekonomis. 
 
2.2.1 Kontribusi Retribusi Daerah 
Menurut Halim (2004:163) Kontribusi retribusi adalah seberapa besar 
pengaruh atau peran serta penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan 
Asli Daerah (PAD), dapat dikatakan juga kontribusi retribusi daerah adalah 
seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan retribusi 
daerah terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk melihat potensi 
sumber penerimaan daerah dibutuhkan pengetahuan tentang perkembangan 
beberapa variabel yang dapat dikendalikan (yaitu variabel kebijakan dan 
kelembagaan) dan yang tidak dapat dikendalikan (variabel-variabel ekonomi) 
yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah.   
Potensi retribusi daerah adalah kekuatan  yang ada disuatu daerah untuk 
menghasilkan sejumlah penerimaan  retribusi daerah  (Halim, 2007).  
Menurut Ekalaya (2005)  potensi adalah kemampuan yang mempunyai  
kemungkinan untuk dikembangkan kekuatannya. Dengan demikian, jika  
pengertian potensi tersebut dikaitkan dengan potensi retribusi, maka  potensi 
retribusi dapat diartikan sebagai suatu jumlah retribusi yang dapat  diterima atau 
dipungut dan kemungkinan dapat dikembangkan.   
Kemampuan yang dapat dikembangkan ini sesuai dengan keadaan  




atau sebagai suatu kemampuan maksimal dari dasar (basis) retribusi itu sendiri 
untuk dieksploitasi dan kemampuan optimal untuk mengeksploitasinya. 
Menurut Halim (2007:97)  untuk mengetahui potensi  retribusi adalah:  
kondisi awal suatu daerah,  perkembangan PDRB  perkapita rill, pertumbuhan 
penduduk,  tingkat inflasi, dan  penyesuaian tarif.  Beberapa variabel yang perlu 
dianalisis untuk mengetahui potensi sumber-sumber penerimaan daerah 
sebagaimana dikutip dari Muhammad Masrofi (2004) adalah : 
a. Kondisi awal suatu daerah 
Keadaan struktur ekonomi dan sosial suatu daerah menentukan besar 
kecilnya keinginan pemerintah untuk menetapkan pungutan-pungutan 
daerah yang berbasis pertanian tentunya kemampuan pungutan 
akanberbeda dengan yang berbasis industri. Untuk yang berbasis 
pertanian mempunyai  kemampuan membayar pungutan sangat 
rendah, sementara daerah yang berbasis industri mempunyai 
kemampuan untuk membayar retribusi. 
b. Perkembangan PDRB Perkapita  
Produk  Domestik Regional Bruto  (PDRB) perkapita adalah 
merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap 
penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB perkapita 
diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah 
penduduk pertengahan tahun.  
Nilai PDRB perkapita dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan 
penduduk suatu wilayah walaupun sebenarnya nilai PDRB perkapita 
ini belum tentu dinikmati oleh masyarakat di daerah 
tersebut.Meningkatnya PDRB ini berdampak pada naiknya 




besarnya perkapita. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka 
akan semakin tinggi kemampuan untuk membayar berbagai pungutan 
yang ditetapkan pemerintah, berarti semakin tinggi PDRB Perkapita 
suatu daerah semakin besar potensi penerimaan daerah. 
c. Panjang Jalan 
Jalan merupakan salah satu prasarana penting di dalam transportasi 
darat yaitu sebagai penghubung antar satu  daerah dengan daerah 
yang lain dan sebagai lahan dari parkir tepi jalan umum. Menurut 
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan 
menjelaskan bahwa pengertian jalan adalah  prasarana transportasi 
darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan 
pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, 
yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di 
bawah permukaan tanah  dan/atau air, serta diatas permukaan air, 
kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 
d. Tingkat Inflasi 
Inflasi akan meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah 
yang penetapannya didasarkan pada omzet penjualan. Hal ini selaras 
dengan yang dikemukanan Mardiasmo dan Makhfatih (2000 : 10) 
bahwa inflasi merupakan faktor yang dapat meningkatkan penerimaan 
daerah jika pajak ditetapkan dengan menggunakan omzet penjualan. 
Inflasi akan mempunyai pengaruh terhadap masyarakat yang 
mempunyai penghasilan tetap, dan secara keseluruhan akan 
berpengaruh terhadap kemampuan membayar pajak atau retribusi 
daerah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peningkatan inflasi 




e. Penyesuaian Tarif 
Meningkatnya pendapatan sangat tergantung pada kebijakan 
penyesuaian tarif, dalam hal ini untuk tarif retribusi yang ditetapkan 
tetap (flat) maka dalam penyesuaian tarif retribusi dasar selain harus 
mempertimbangkan laju inflasi, juga perlu ditinjau hubungan antara 
biaya pelayanan dan jasa penerimaan pendapatan. 
Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang 
mempengaruhi sumber penerimaan daerah adalah perkembangan PDRB 
perkapita, pertumbuhan penduduk, tingkat inflasi, dan peraturan pemerintah 
(penyesuaian tarif). 
 
2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu 
Tabel 2.1  Tinjauan Penelitian Terdahulu 
No Tahun Peneliti Judul Metode Penelitian Hasil 








Pajak dan  
Retribusi 
Daerah (Studi  
Kasus di Kota  
Semarang) 
Analisis Regresi Linier  
Berganda 
PDRB Riil dan jumlah 
penduduk 
berpengaruh positif 
dan signifikan  
terhadap penerimaan 
pajak dan retribusi 
daerah. Sedangkan 
















Tipe penelitian yang 
akan digunakan 
adalah tipe penelitian 
deskriptif yaitu suatu 




sistematis, faktual dan 
akurat mengenai data 
yang ada di lapangan 




parkir yang ada di 
Kota Makassar.   
Pengelolaan retribusi 
parkir sudah cukup 
baik tetapi belum 
optimal, dapat dilihat 
dari penerimaan 
retribusi tiap tahunnya 
terutama dalam 5  
tahun terakhir yang 
meningkat tetapi 
kontribusi retribusi 
















Jenis penelitian ini 
adalah analisis 
komponen utama  
(principal component 
analysis = PCA).  
Populasi dalam 








Keuangan dan Aset 
Daerah (DPKA), dan 
juru parkir di Kota 
Padang.  
Sampel ditentukan 
berdasarkan metode  
total sampling  dan 
metode  purposive 
sampling sebanyak 
129 orang.  Teknik  
analisis  data yang 
digunakan  analisis 
faktor dengan bantuan  
SPSS versi 16.0  
Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: 








berarti  nilai yang 
mewakili  total varian 
yang dijelaskan  faktor  
ini  adalah  3.292  
sedangkan 
nilai  percent of 
varians  65.839  
berarti  faktor  ini  
dapat  menjelaskan  
keragaman  indikator 
sebesar 65.839% 
dengan loading factor 
setiap pernyataan 
diatas 0,4. 










Di Kota Bandar 
Lampung 
Analisis data  
menggunakan analisa 
regresi linier berganda 







pelayanan parkir tepi 
jalan  
umum tidak mencapai 
target disebabkan 
oleh belum tertibnya 
petugas juru parkir,  
kurangnya 
pengawasan  dan 
penetapan sanksi 
yang tegas, alih fungsi 
lahan parkir,  
kurangnya sarana dan 
prasarana pelayanan 
parkir yang memadai, 
alih fungsi lahan  
parkir, kebocoran 
penerimaan parkir 
baik dari pihak juru 
parkir atau pihak  
pengguna jasa parkir, 
keadaan cuaca 
misalnya hujan,  dan 







2.4 Kerangka Konseptual 
Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator yang 
menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan PAD 
suatu daerah, maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah 
tersebut terhadap pemerintah pusat, begitu pula sebaliknya. PAD merupakan 
pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi pajak daerah, 
retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-






Gambar 2.1. Kerangka Konseptual 
Kerangka pemikiran dalam penulisan ini dapat dilihat pada  Gambar  2.1, 
dimana dalam gambar tersebut dapat dilihat bahwa variabel PDRB Perkapita, 
jumlah  kepemilikan  kendaraan bermotor, dan  inflasi dapat mempengaruhi 






Jumlah Kepemilikan Kendaraan 
Bermotor di Kabupaten Sidrap 
Kota Bandar Lampung 








2.5   Hipotesis Penelitian 
2.5.1 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap penerimaan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Produk Domestik Bruto merupakan suatu konsep penting dalam 
perekonomian. PDB menunjukkan nilai seluruh output atau produk dalam 
perekonomian suatu Negara (Faried, 1992:13). 
Informasi yang memberikan gambaran mengenai pembangunan bidang 
ekonomi di tingkat regional disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto. 
PDRB ini bias diukur dengan harga berlaku ataupun atas dasar harga konstan. 
PDRB didefinisikan sebagai jumlah atau nilai tambah yang dihasilkan oleh 
seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Prinsip perhitungan PDRB ini sama 
dengan perhitungan PDB (Faried, 1992:41). 
PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang 
dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang PDRB 
atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang 
dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas 
dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, 
sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari 
tahun ke tahun. 
Semakin tinggi pendapatan perkapita seseorang menunjukkan suatu 
indikasi tingkat kesejahteraan yang semakin meningkat. Dengan demikian dapat 
dikatakan pula akan semakin tinggi kemampuan untuk membayar berbagai 
pungutan yang ditetapkan pemerintah. Berarti semakin tinggi PDRB riil suatu 
daerah maka semakin tinggi pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa PDRB riil mempunyai hubungan yang positif 
terhdap penerimaaan pajak dan retribusi daerah.  




2.3.1 Pengaruh Jumlah kepemilikan kendaraan bermotor terhadap 
penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Nuringsih (2006) melakukan penelitian mengenai penerimaan pajak 
daerah dan retribusi daerah sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal di 
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, menemukan bahwa penerimaan pajak 
daerah sebelum dan sesudah desentralisasi didominasi oleh tiga pajak yaitu 
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-
KB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB). Faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah 
jumlah kendaraan bermotor, jumlah pemakaian bahan bakar minyak dan PDB 
per kapita Provinsi NAD. 
Dalam penelitian ini, data jumlah  kepemilikan  kendaraan bermotor yang 
digunakan adalah jumlah  kepemilikan  kendaraan yang  ada  di Kabupaten 
Sidrap dari tahun 2012  sampai dengan tahun 2014.  Semakin banyak kendaraan 
bermotor yang ada di Kabupaten Sidrap maka akan mempengaruhi penerimaan 
retribusi parkir tepi jalan umum. Jumlah kendaraan bermotor  diduga memiliki 
pengaruh  positif terhadap penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Sidrap. 
H2: Jumlah kepemilikan kendaraan bermotor berpengaruh positif 
terhadap penerimaan retribusi parkir. 
 
2.3.2 Pengaruh Inflasi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) 
Inflasi akan meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang 
penetapannya didasarkan pada omzet penjualan.  Hal ini selaras dengan yang 
dikemukanan Mardiasmo dan Makhfatih (2000 : 10) bahwa inflasi merupakan 




dengan menggunakan omzet penjualan. Inflasi akan mempunyai pengaruh 
terhadap masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap, dan secara 
keseluruhan akan berpengaruh terhadap kemampuan membayar pajak atau 
retribusi daerah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peningkatan inflasi 
berhubungan positif dengan penerimaan pajak dan retribusi daerah. 










3.1  Jenis dan Sumber Data 
3.1.1    Jenis Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan 
jenis data time series.  Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang 
diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh 
dan dicatat oleh pihak lain (Setiawan, 2005:163). Penelitian ini menggunakan 
data sekunder. Data yang dikumpulkan berupa data perkembangan  penerimaan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk Domestik Regional Bruto Perkapita 
(Pendapatan Perkapita), penerimaan  Retribusi Daerah, Jumlah Penduduk 
Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Tingkat Inflasi.  
Data dikumpulkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidenreng 
Rappang, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Sidenreng 
Rappang, Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang, dan instansi 
terkait lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Referensi studi 
kepustakaan diperoleh melalui jurnal, artikel, dan bahan-bahan lain dari e-Library 
FEB Unhas, serta bahan lainnya dari internet yang  relevan dengan penelitian. 
3.1.2.   Sumber Data  
Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang 
bersumber dari  Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidrap, Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, dari BPS (Badan Pusat 
Statistik) Kabupaten Sidenreng Rappang,  dan Dinas Perhubungan Kabupaten 






3.2.     Teknik Pengumpulan Data 
3.2.1  Interpolasi 
Proses interpolasi merupakan proses pencocokan kurva (curve fitting) 
yaitu proses mencocokkan nilai hasil proyeksi dan peramalan terhadap nilai 
aktualnya sehingga mencapai tingkat ketelitian yang tinggi (Rinaldi Munir,2005). 
Metode interpolasi adalah suatu metode yang digunakan untuk menaksir nilai 
data time series yang mempunyai rentan waktu lebih besar ke data yang memiliki 
rentan waktu yang lebih kecil (tahun ke triwulan, tahun ke bulan). Sebelum 
melakukan interpolasi data terlebih dahulu perlu diperhatikan karakteristik data, 
yaitu data yang dipakai berbentuk rata-rata atau akumulasi. Data yang dilakukan 
interpolasi yaitu data PDRB perkapita, data PDRB perkapita berupa data 
tahunan yang telah sesuai karakteristik untuk dilakukan metode interpolasi, agar 
menjadikan data tersebut bulanan. Metode interpolasi data dalam penelitian ini 
adalah menaksir nilai bulanan dari suatu data tahunan, alat yang dipakai adalah 
Convertion Option – Eviews 6. Interpolasi yang dilakukan dalam penelitian ini 
menggunakan metode quadratic math sum yaitu sebagai berikut: 
M1t = 1/3 [ Qt – 1,5/3 (Qt – Qt-1)] 
M2t = 1/3 [ Qt – 0/3 (Qt – Qt-1)] 
M3t = 1/3 [ Qt – 1,5/3 (Qt – Qt-1)] 
Dimana: 
Mn  =  Data Bulanan 
Qn  = Data Tahunan yang berlaku 
Qt-1  =  Data Tahunan sebelumnnya 
Metode quadratic math sum ini digunakan dalam polynomial quadratic 




polynomial ini digunakan untuk memenuhi semua observasi dari sekumpulan 
series yang berfrekuensi tinggi dalam suatu periode. Quadratic polynomial 
terbentuk dengan menetapkan tiga poin yang berdekatan dari sumber series dan 
kuadrat yang pas diantara average atau the sum of hight frequency yang cocok 
dengan data penelitian aktual dengan frekuensi yang rendah. Hal yang 
terpenting, satu poin sebelum dan satu poin sesudah dalam suatu periode yang 
berjalan akan dinterpolasi dan digunakan untuk menyediakan poin ketiga. Untuk 
poin terakhir, dua periode ditambahkan diantara satu sisi dimana data tersedia. 
Hasil dari interpolasi tidak membatasi untuk dilakukannya pembatasan diantara 
periode yang berdekatan. Oleh karena itu, metode ini lebih pas untuk situasi 
dimana beberapa data yang akan di interpolasi dan sumber data akan lebih 
halus. 
 
3.3       Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis 
3.3.1    Teknik Analisis Data 
Untuk mengetahui besarnya pengaruh PDRB perkapita, jumlah 
kendaraan bermotor (KBM), inflasi (INF) terhadap  penerimaan retribusi 
pelayanan parkir, maka penelitian ini menggunakan model Regresi Linier 
Berganda/ Ordinar Least Square (OLS) yaitu : 
Y = a+ X1 PDRB + X2 JUMLAH KENDARAAN + X3 INFLASI 
Dimana:  
Y   =  Penerimaan Retribusi Parkir (rupiah) 
a    =   Konstanta  
X1, X2, X3   =  Koefisien regresi  
PDRB   =  PDRB Perkapita atas dasar harga konstan 
(rupiah) 
JUMLAH KENDARAAN   =  Jumlah  Kepemilikan  Kendaraan Bermotor  
di Kabupaten Sidrap (unit) 






1. Regresi Linier Berganda 
Metode Regresi Linear Berganda/ Orinary Least Square (OLS) Metode  
OLS adalah  metode estimasi untuk mendapatkan penyimpangan/kesalahan 
atau  error  terkecil.  Ada beberapa asumsi OLS yang digunakan dalam regresi 
berganda. Asumsi-asumsinya sebagai berikut: 
a. Hubungan antara X (variabel independen) dan Y (variabel dependen) 
adalah linier dalam parameter. 
b. Nilai X nilainya tetap (non-statistic) untuk observasi yang berulang-
ulang.  Dalam karus regresi linear berganda dimana ada dua atau 
lebih variabel independen ditambah tidak ada hubungan linear antara 
variabel independen yang ada atau tidak ada multikolineriatas. 
c. Nilai harapan (expeceted value) atau rata-rata dari variabel gangguan 
ɛi adalah nol.  
E(ɛi │ Xi) = 0         (3.3) 
d. Varian dari bariabel gangguan ɛi adalah sama (homokedastisitas) 
Var ((ɛi │ Xi) = 𝑎2       (3.4) 
e. Tidak ada serial korelasi antara variabel gangguan  ɛi atau variabel 
gangguan  ɛi tidak saling berhubungan dengan variabel gangguan  ɛj 
yan lain. 
Cov (ɛi, ɛj │ Xi Xj) = 0                 (3.5) 
f. Variabel gangguan ɛi berdistribusi normal. 
ɛi - N (0, 𝑎2)                (3.6) 
Jika asumsi–asumsi diatas terpenuhi akan menghasilkan nilai parameter 
yang bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator).  Sebelum dilakukan 




yang harus dipenuhi agar kesimpulan dari regresi tersebut tidak bias, yaitu uji 
normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskodesitas. 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu:    (1) Uji 
Kolmorogov-Smirnov; dan  Uji Jarque-Bera (J-B). Uji normalitas residual metode 
OLS secara formal dapat dideteksi dari metode yang dikembangkan oleh Jarque-
Bera (J-B). Metode JB ini didasarkan pada sampel besar yang diasumsikan 
bersifat (asymptotic). Metode JB menggunakan perhitungan skewness dan 
kurtosis.  






)     (3.7) 
Dimana S = koefisien skewness dan K = koefisien kurtosis 
Jika suatu variabel didistribusikan  secara normal  maka  nilai koefisien S 
= 0 dan K = 3,  jika residual terdistribusi secara normal diharapkan nilai statistik 
JB akan sama dengan nol. Nilai statistik JB didasarkan pada distribusi  Chi 
Square  dengan derajat kebebasan df = 2.  Hipotesis dalam uji normalitas yaitu 
Ho : residual terdistribusi secara normal dan Ha : residual tidak terdistribusi 
secara normal.  Dengan ketentuan sebagai berikut: jika nilai probabilitas  р dari 
statistik JB lebih besar dari tingkat signifikan pada distribusi Chi Square  maka 
menerima Ho. Berlaku sebaliknya, jika nilai probabilitas р dari statistik JB lebih 
kecil dari tingkat signifikan pada distribusi Chi Square maka menolak Ho. 
b. Uji Multikolinieritas 
Multikolinieritas  merupakan hubungan  linear antara variabel dependen di 
dalam regeresi berganda.  Multikolineritas  bertujuan untuk  menguji ada tidaknya 
korelasi antara variabel independent (bebas) dan variabel dependent (terikat) 
dalam suatu model regresi. Multikolineritas akan menyebabkan estimator OLS 




Multikolineritas adalah salah satu pelanggaran terhadap asumsi model regresi 
klasik karena dapat mengakibatkan estimator OLS memiliki : 
1. Estimator masih bersifat BLUE tetapi estimator mempunyai varian dan 
kovarian besar sehingga sulit mendapatkan estimasi yang tepat. 
2. Konsekuensi no.1, interval estimasi akan cenderung lebih lebar dan 
nilai statistik uji t akan kecil sehingga membuat variabel independen 
scara statistik signifikan. 
3. Meskipun secara individu variabel independen tidak signifikan 
memepngaruhi variabel  dependen melalui uji t, nilai koefisien 
determinasi R² masih bisa relatif tinggi. 
Deteksi multikolineritas menggunakan korelasi parsial antar variabel 
independen  di dalam regresi.  Hipotesis dalam uji multikolineritas yaitu Ho : tidak 
terdapat masalah multikolineritas dan Ha :  terdapat masalah multikolineritas.  
Sebagai aturan, jika koefisien korelasi cukup tinggi yaitu 0,85 maka diduga ada 
masalah multikolineritas dalam model  berarti Ho ditolak. Sebaliknya jika 
koefisien korelasi kurang dari 0,85 maka diduga tidak ada masalah 
multikolineritas dalam model  berarti Ho diterima.  Akan tetapi perlu kehati-hatian 
pada data  time series  karena jenis data  time series  seringkali menunjukkan 
korelasi antarvariabel independen cukup tinggi. Korelasi tinggi ini terjadi karena  
data  time series  menunjukkan unsur tren yaitu data bergerak naik danturun 
secara bersamaan. 
c. Uji Autokorelasi 
Autokorelasi adalah merupaka korelasi antara variabel gangguan satu 
observasi dengan variabel gangguan observasi lain. Autokorelasi sering muncul 
pada data time series. Salah satu asumsi metode OLS adalah tidak adanya 




antara variabel ganguan dengan gangguan sebelumnya maka estmator metode 
OLS masih menghasilkan estimator  yang  linier, tidak bias tetapi tidak lagi 
mempunyai varian minimun.  
Dengan demikian adanya autokorelasi, estimator tidak menghasilkan 
estimator yang memunyai varian yang minimum atau dengan kata lain tidak 
BLUE lagi. Konsekuensinya sebagai berikut:  
1. Jika varian tidak minimum maka menyebabkan perhitungan standar 
error metode OlS tidak bisa lagi dipercaya kebenarannya. 
2. Selanjutnya interval estimasi maupun uji hipotesis yang didasarkan 
pada distribusi  t  maupun   F  tidak lagi bisa dipercaya untuk evaluasi 
regresi. 
Pendeteksian ada tidaknya masalah autokorelasi ada beberapa metode 
yang bisa digunakan yaitu metode Durbin Watson (DW) dan Metode Breush-
Godfrey. Uji autokorelasi yang digunakan penelitian ini yaitu metode Breush-
Godfrey atau dikenal dengan uji  Lagrange Multiplier  (LM).  Model ini digunakan 
untuk model variabel gangguan yang lebih tinggi maupun model regresi dengan 
variabel independen yang merupakan lag dari variabel dependen. Hipotesis 
dalam uji autokorelasi  yaitu  Ho: tidak ada autokorelasi dan  Ha: terdapat 
autokorelasi.  
Kriteria keputusan uji Breush-Godfrey mengikuti distribusi  Chi Square  
dengan  df  yaitu panjangnya kelambanan residual dalam persamaan .  
Jika nilai  Chi Square  hitung lebih besar  dari nilai  kritis Chi Square  pada 
derajat kepercayaan tertentu (α)  , kita menolak Ho sehingga terdapat 
autokorelasi. Sebaliknya,  nilai  Chi Square  hitung lebih kecil  dari nilai kritis  Chi 





d. Uji Heterokedastisitas 
Heteroskodesitas  berarti varian variabel yang tidak konstan.  Salah satu 
metode OLS adalah bahwa varian variabel gangguan sama (homokedastisitas). 
Estimator OLS apabila terdapat masalah heteroskedastisitas maka estimator 
masih tidak bias, linier dan tidak lagi mempunyai varian yang minimum dengan 
kata lain tidak BLUE lagi. Konsekuensi tetap menggunakan metode OLS maka: 
1. Jika varian tidak minimum menyebabkan perhitungan  standar error 
metode OLS tidak lagi bisa dipercaya. 
2. Akibat nomor 1 tersebut interval estimasi maupun  uji hipotesis yang 
didasarkan pada distribusi  t  maupun  F  tidak lagi bisa dipercaya 
untuk evaluasi hasil regresi. 
Mendeteksi ada ata tidaknya maslah heteroskedastisitas bisa dideteksi 
menggunakan metode Park dan Glejser, Metode Korelasi Spearman, dan 
Metode White. Pada penelitian ini menggunakan metode White dengan regresi 
auxiliary tanpa perkalian antar variabel independen (no cross terms) dan regresi 
auxiliary  dengan  perkalian antar variabel independen (cross terms). Uji White 
didasarkan pada jumlah sampel (n) dikalikan R² yang mengikuti distribusi Chi 
Square dengan df sebanyak variabael independen tidak termasuk  konstanta 
dalam regresi auxiliary. Hipotesis  uji heteroskedastisitas yaitu Ho: tidak ada 
heteroskedastisitas dan Ha: terdapat heteroskedastisitas. Kriteria pengambilan 
keputusan adalah jika nilai  Chi Square  hitung lebih besar  dari nilai  kritis  Chi 
Square  pada derajat kepercayaan tertentu (α) ,  maka signifikan terdapat  kita 
menolak Ho sehingga terdapat  heteroskedastisitas artinya Ho ditolak. 
Sebaliknya, nilai  Chi Square hitung lebih kecil dari nilai kritis Chi Square maka 





2. Koefisien Determinasi 
Besaran R² dikenal sebagai koefisien determinasi dan merupakan 
besaran yang paling lazim  digunakan untuk mengukur kebaikan (goodness of fit) 
garis regresi. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui proporsi variasi 
dependent yang dijelaskan oleh variabel independent secara bersama-sama 
(gabungan). Secara verbal, R² mengukur proporsi (bagian) atau persentase total 
variasi dalam Y yang dijelaskan oleh model regresi (Gujarati, 1999). 
Dua sifat R² adalah : 
1. R² merupakan besaran non negatif. 
2. Batasnya adalah 0 ≤ R²≤ 1. 
Dari nilai R² dapat diketahui berapa persen peranan peubah bebas dapat 
menjelaskan peubah tak bebas secara bersama-sama (simultan). Semakin dekat 
nilai R² dengan angka 1 maka semakin kuatlah model tersebut dalam 
menerangkan pengubah tak bebasnya demikian sebaliknya.  
R² dapat dihitung dengan rumus : 
 
 R² = 
𝑆𝑆𝑅
𝑆𝑆𝑇
𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑅2 =  
∑ =1𝑛𝑖 (Ȳ−Ŷ𝑖 )²




SST  = jumlah kuadrat total 
SSR  = jumlah kuadrat regresi 
Ŷ  = nilai dugaan Y 










3.3.2    Uji Hipotesis 
a. Uji – F 
Uji F dikenal dengan  uji serentak atau uji Anova  (Analysis of Variance) 
yaitu uji yang digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel 
bebas terhadap variabel terikat dan untuk menguji apakah model regresi yang 
ada signifikan atau tidak signifikan.  Dalam Widarjono  (2009) uji F dapat 
dilakukan dengan membandingkan F-hitung dengan F-tabel. Hipotesis  yang  
digunakan dalam uji F adalah sebagai berikut: 
1. H0 : ßi= 0 dengan asumsi menyatakan bahwa, Ho :  Tidak terdapat 
pengaruh antara semua variabel independen secara bersama 
terhadap variabel dependen. 
2. Ha : ßi ≠ 0 dengan asumsi menyatakan bahwa, Ha : Terdapat 
pengaruh secara bersama-sama semua variabel independen 
terhadap variabel dependen. 
Kriteria pengambilan kesimpulan sebagai berikut : 
a. Jika F-statistik > F-tabel, maka Ho ditolak atau Ha diterima. 
 Ini berarti bahwa variabel independen berpengaruh signifikan 
terhadap variabel dependen.  
b. Sebaliknya jika F-statistik  <  F-tabel, maka Ho diterima dan Ha 
ditolak.  
Ini berarti bahwa variabel independen berpengaruh signifikan 
terhadap variabel dependen. 
 
b. Uji –t 
Uji t-statistik digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh masing-




dependen). Dalam melakukan penelitian melakukan hipotesis penelitian yaitu 
hipotesis nol (null hypothesis)  dan hipotesis alternatif (alternative hypothesis).  
Menurut Widarjono (2009) prosedur uji t dengan membandingkan t-statistik 
dengan t-tabel. Langkah yang perlu diperhatikan dalam Uji t adalah sebagai 
berikut : 
1) Membuat hipotesis Ho dan Ha  
Jika hipotesis positif, maka  :  Ho : βi ≤ 0      Ha : βi > 0 
Jika hipotesis Negatif, maka    :  Ho : βi ≥ 0      Ha : βi< 0  
2) Menghitung tingkat keyakinan dan daerah kritis (Df = n – k – 1) 
3) Menetukan nilai t-hitung dan t-tabel dan membandingkan nilai t-tabel 
dan t-hitung. 
Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut: 
a. Jika t-hitung positif dimana t-hitung > t-tabel maka Ho ditolak atau 
menerima Ha, sedangkan apabila t-hitung < t-tabel maka Ho diterima 
atau menolak Ha. 
b. Jika t-hitung negatif dimana t-hitung > t-tabel maka Ho diterima atau 
menolak Ha, sedangkan apabila t-hitung < t-tabel maka Ho ditolak 
atau menerima Ha. 
Maka pernyataan hipotesis dalam penelitian ini dengan membandingkan 
nilai t-hitung dengan t-tabelnya adalah sebagai berikut: 
1) H0: β1= 0, (tidak ada pengaruh dari PDRB Perkapita terhadap 
penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum) H1: β1 > 0, 
(ada pengaruh positif dari PDRB Perkapita terhadap penerimaan 
retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum) 
2) H0: β2= 0, (tidak ada pengaruh dari jumlah  kepemilikan kendaraan  




umum) H1: β2> 0, (ada pengaruh  positif  dari jumlah kendaraan 
bermotor terhadap penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan 
umum)  
3) H0: β3= 0, (tidak ada pengaruh dari  inflasi terhadap terhadap 
penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum) H1: β3 >  0, 
(ada pengaruh  positif  dari inflasi penerimaan retribusi pelayanan 








5.1  Kesimpulan 
 Dari analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan pada faktor-
faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Sidenreng 
Rappang tahun 2012 – 2015 dapat disimpulkan sebagai berikut. 
1. Variabel PDRB perkapita berpengaruh sebesar 11,485 terhadap 
penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Sidenreng Rappang. Berarti 
apabila terdapat kenaikan PDRB sebesar 1 rupiah mengakibatkan 
peningkatan penerimaan retribusi parkir sebesar Rp. 11.485,- sedangkan 
variabel jumlah kendaraan bermotor berpengaruh sebesar 595,127 
terhadap penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Sidenreng Rappang . 
Berarti apabila terdapat kenaikan jumlah kendaraan 1 unit mengakibatkan 
penambahan penerimaan retribusi parkir sebesar Rp. 595.127,-. 
Demikian pula variabel inflasi berpengaruh nyata sebesar 193856805 
terhadap penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Sidrap. Berarti apabila 
terdapat peningkatan inflasi sebesar 1 persen mengakibatkan 
peningkatan penerimaan retribusi parkir sebesar Rp. 193.856.805 -; 
2. Pada pengujian secara simultan uji F menunjukkan Fhitung sebesar 50,159 
sedangkan Ftabel pada tingkat keyakinan 95% sebesar 2,78 berarti secara 
simultan variabel PDRB, jumlah kendaraan bermotor, dan inflasi 
mempunyai pengaruh terhadap variasi penerimaan retribusi parkir, 





5.2  Saran 
1. Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sidenreng Rappang adalah mengatur/membagi dan 
menertibkan wilayah parkir di tepi jalan umum khususnya lokasi Pasar 
Kabupaten Sidrap dengan mengkondisikan wilayah khusus untuk roda 
empat dan wilayah khusus untuk roda dua. 
2. Meningkatkan pengawasan 
Hal ini dilaksanakan dengan cara melakukan pemeriksaan secara 
mendadak (sidak) terhadap petugas juru parkir di lapangan dan dilakukan 
secara berkala. 
3. Mendaftarkan secara resmi petugas juru parkir ilegal ke dalam daftar 
petugas juru parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng 
Rappang untuk menghindari pemungutan parkir liar. 
4. Mengurangi kebocoran penerimaan retibusi parkir dengan meningkatkan 
pendapatan tenaga juru parkir seperti memberikan sistem penggajian 
yang diberikan per bulan kepada petugas juru parkir,sehingga 
administrasi penerimaan dapat dilaksanakan dengan tertib dan akuntabel. 
 
5.3  Keterbatasan Penelitian 
Hambatan dalam penelitian ini yaitu terbatasnya informasi-informasi dari 
dinas perhubungan dan masih kurangnya data yang bisa diberikan untuk menjadi 
acuan peneliti. Hal tersebut menyebabkan sulit untuk menjelaskan lebih rinci 
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2012 Januari 9.699.605 1.567.095 1.009,76 0,286547 
2012 Februari 9.609.732 1.570.646 5.989,69 0,287635 
2012 Maret 9.519.570 1.574.443 1.075,73 0,28863 
2012 April 9.429.118 1.578.486 1.531,27 0,289533 
2012 Mei 9.338.378 1.582.774 1.965,58 0,290343 
2012 Juni 9.247.348 1.587.309 2.378,66 0,291061 
2012 Juli 9.156.028 1.592.089 2.770,51 0,291686 
2012 Agustus 9.064.419 1.597.115 3.141,13 0,292218 
2012 September 8.972.521 1.602.388 3.490,52 0,292658 
2012 Oktober 8.880.334 1.607.906 3.818,69 0,293005 
2012 November 8.787.857 1.613.669 4.125,63 0,29326 
2012 Desember 8.695.091 1.619.679 4.411,33 0,293422 
2013 Januari 8.602.035 1.625.935 4.675,81 0,293492 
2013 Februari 8.508.690 1.632.436 4.919,06 0,293468 
2013 Maret 8.415.056 1.639.184 5.141,09 0,293353 
2013 April 8.321.132 1.646.177 5.341,88 0,293144 
2013 Mei 8.226.919 1.653.416 5.521,44 0,292843 
2013 Juni 8.132.417 1.660.902 5.679,78 0,29245 
2013 Juli 8.037.625 1.668.633 5.816,89 0,291964 
2013 Agustus 7.942.544 1.676.609 5.932,77 0,291385 
2013 September 7.847.174 1.684.832 6.027,42 0,290714 
2013 Oktober 7.751.514 1.693.301 6.100,84 0,28995 
2013 November 7.655.565 1.702.015 6.153,03 0,289093 
2013 Desember 7.559.327 1.710.976 6.184,00 0,288144 
2014 Januari 6.882.137 1.724.530 5.628,44 0,282137 
2014 Februari 6.809.684 1.733.799 5.640,66 0,281211 







2014 April 6.736.998 1.752.529 5.672,59 0,279707 
2014 Mei 6.736.767 1.761.989 5.692,28 0,279128 
2014 Juni 6.760.610 1.771.513 5.714,47 0,278665 
2014 Juli 6.808.526 1.781.100 5.739,15 0,278318 
2014 Agustus 6.880.517 1.790.751 5.766,31 0,278086 
2014 September 6.976.582 1.800.465 5.795,97 0,277971 
2014 Oktober 7.096.721 1.810.242 5.828,12 0,277971 
2014 November 7.240.934 1.820.083 5.862,76 0,278086 
2014 Desember 7.409.221 1.829.987 5.899,88 0,278318 
2015 Januari 7.601.582 1.839.955 5.939,50 0,278665 
2015 Februari 7.818.017 1.849.987 5.981,61 0,279128 
2015 Maret 8.058.526 1.860.081 6.026,21 0,279707 
2015 April 8.323.110 1.870.240 6.073,30 0,280401 
2015 Mei 8.611.767 1.880.461 6.122,88 0,281211 
2015 Juni 8.924.498 1.890.746 6.174,95 0,282137 
2015 Juli 9.261.304 1.901.095 6.229,50 0,283179 
2015 Agustus 9.622.184 1.911.507 6.286,55 0,284336 
2015 September 10.007.137 1.921.983 6.346,09 0,28561 
2015 Oktober 10.416.165 1.932.522 6.408,12 0,286998 
2015 November 10.849.267 1.943.124 6.472,64 0,288503 















Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 
 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Penerimaan Ret Parkir 8360416,6667 1154668,29563 48 
PDRB perkapita 1732575,5625 120126,23949 48 
Jumlah kendaraan 5139,57310 1495,274511 48 













Penerimaan Ret Parkir 1,000 ,023 -,295 ,532 
PDRB perkapita ,023 1,000 ,725 -,629 
Jumlah kendaraan -,295 ,725 1,000 -,401 
Inflasi ,532 -,629 -,401 1,000 
Sig. (1-
tailed) 
Penerimaan Ret Parkir . ,439 ,021 ,000 
PDRB perkapita ,439 . ,000 ,000 
Jumlah kendaraan ,021 ,000 . ,002 
Inflasi ,000 ,000 ,002 . 
N 
Penerimaan Ret Parkir 48 48 48 48 
PDRB perkapita 48 48 48 48 
Jumlah kendaraan 48 48 48 48 




Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 
Inflasi, Jumlah kendaraan, 
PDRB perkapitab 
. Enter 
a. Dependent Variable: Penerimaan Ret Parkir 




























df1 df2 Sig. F 
Change 
1 
,880a ,774 ,758 567637,803
79 
,774 50,159 3 44 ,000 1,234 
a. Predictors: (Constant), Inflasi, Jumlah kendaraan, PDRB perkapita 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 48485809271264,120 3 16161936423754,707 50,159 ,000b 
Residual 14177357756704,545 44 322212676288,740   
Total 62663167027968,664 47    
a. Dependent Variable: Penerimaan Ret Parkir 










t Sig. 95,0% Confidence 
Interval for B 
Correlations Collinearity 
Statistics 






















     
PDRB 
perkapita 
11,485 1,186 1,195 9,687 ,000 9,096 13,874 ,023 ,825 ,695 ,338 2,959 
Jumlah 
kendaraan 












,532 ,846 ,754 ,598 1,673 














1 3,943 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 
2 ,055 8,494 ,00 ,00 ,48 ,00 




204,451 1,00 ,45 ,04 ,97 









 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 6263229,5000 10818680,0000 8360416,6667 1015683,49559 48 
Residual 
-303047,71875 3346502,25000 ,00000 549223,00545 48 
Std. Predicted Value -2,065 2,420 ,000 1,000 48 
Std. Residual -,534 5,895 ,000 ,968 48 





Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -63971094.955 6504794.153  -9.834 .000 
PDRB perkapita 11.485 1.186 1.195 9.687 .000 
Jumlah kendaraan -595.127 80.812 -.771 -7.364 .000 
Inflasi 193856805.031 18440762.010 .975 10.512 .000 




















df1 df2 Sig. F 
Change 
1 
,880a ,774 ,758 567637,80
379 
,774 50,159 3 44 ,000 1,234 
a. Predictors: (Constant), Inflasi, Jumlah kendaraan, PDRB perkapita 




 Mean Std. Deviation N 
Penerimaan Ret Parkir 8360416,6667 1154668,29563 48 
PDRB perkapita 1732575,5625 120126,23949 48 
Jumlah kendaraan 5139,57310 1495,274511 48 




















1,000 ,023 -,295 ,532 
PDRB perkapita ,023 1,000 ,725 -,629 
Jumlah kendaraan -,295 ,725 1,000 -,401 




. ,439 ,021 ,000 
PDRB perkapita ,439 . ,000 ,000 
Jumlah kendaraan ,021 ,000 . ,002 




48 48 48 48 
PDRB perkapita 48 48 48 48 
Jumlah kendaraan 48 48 48 48 














a. Dependent Variable: Penerimaan Ret Parkir 





















df1 df2 Sig. F 
Change 
1 
,880a ,774 ,758 567637,8
0379 
,774 50,159 3 44 ,000 1,234 
a. Predictors: (Constant), Inflasi, Jumlah kendaraan, PDRB perkapita 



























47    
a. Dependent Variable: Penerimaan Ret Parkir 









t Sig. 95,0% Confidence 































     
PDRB 
perkapita 
11,485 1,186 1,195 9,687 ,000 9,096 13,874 ,023 ,825 ,695 ,338 2,959 
Jumlah 
kendaraan 
-595,127 80,812 -,771 -
7,364 












,532 ,846 ,754 ,598 1,673 
a. Dependent Variable: Penerimaan Ret Parkir 
 
Collinearity Diagnosticsa 
Model Dimension Eigenvalue Condition Index Variance Proportions 




1 3,943 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 
2 ,055 8,494 ,00 ,00 ,48 ,00 
3 ,002 44,233 ,00 ,55 ,48 ,03 
4 9,433E-005 204,451 1,00 ,45 ,04 ,97 
a. Dependent Variable: Penerimaan Ret Parkir 
 
Residuals Statisticsa 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 6263229,5000 10818680,0000 8360416,6667 1015683,49559 48 
Residual 
-303047,71875 3346502,25000 ,00000 549223,00545 48 
Std. Predicted Value -2,065 2,420 ,000 1,000 48 
Std. Residual -,534 5,895 ,000 ,968 48 
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